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PEMERI NTAH KABUPATEN TU LU NGAGU NG

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 01 TAHUN 2OO9

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OO9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

'. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) ;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan sebagaimana huruf a,

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam keb'rjakan umum APBD

serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati

bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal

28 Juli Tahun 2008:
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun Anggaran 2009.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 9);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 )

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20

Tahun 2000 ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851 ) ;

2.
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9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( Lembaran Negara Republik Injdonesia tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4355 );
Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400 ) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Dabrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ,

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4438 ) ;

I
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14.

15.

16.

17.

18.

1A
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4138 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4139 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712r;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4574 ):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

&
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik

Inonesia Nomor 4576 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577 \ 
"Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Inndonesia Nomor 4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4587 );
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4593 );
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737 ) ;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

22.

23.

24.

25.
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20og tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : B4lpMK.ozr2oog tentang

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan

sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasir cukai

Hasil Tembakau ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun

2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun

2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kabupaten Tulungagung ;

34. Peraturan Daera.h Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun

2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH TAHUN

ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

sebagai berikut:



1.
2.

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah

Surptus/ (Defisit)

3. Pernbiayaan Daerah;
a. Penerimaan . Rp 1O.32O_OOO.OOO,OO
b. Pengeluaran Rp 164.1AO.275,OO

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan ( SILPA )

Rp
Rp

Rp

I

456. O95. O24.905, OO
466.250. a44.630, OO

(1O.155.a19.725,OO)

1 0. 1 55.A1 9.725,OO

o, oo

55.657 .128.744,00

750.705.927.562,73

49.731 .968.598,27

pada Ayat (1) huruf a

1 1 .320.285.136,00

40.141 .000.000,00

828.343.608,00

3.367.500.000,00

Ayat (1) huruf b terdiri

41 .906.527.562,73

625.049.400.000,00

83.750.000.000,00

0,00

0,00

39.731 .968.598,27

10.000.000.000,00

Rp

Rp

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp
Sah sejumlah

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp
Yang Dipisahkan sejumlah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp
Yang Sah sejumlah

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada

dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah RP

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp

c. Dana Alokasi Khusus RP

a. Hibah Rp

b. Dana Darurat Rp

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Rp
dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp
Khusus sejumlah

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Rp
dari Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah

(2)

(3)

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

0,00

2
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdir

dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp

b" Belanja Bunga sejumlah Rp

c. Belanja Subsidi sejumlah . Rp

d. Belanja Hibah sejumlah Rp

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah RP

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

b. Belanja Langsung sejumlah

Rp 636.298.394.01 1,00

Rp 229.952.450.619,00

579.640.028.270,00

93.160.400,00

0,00

2.668.400.000,00

19.091 .471 .000,00

2.905.060.500,00

29.450.273.841,00

2.450.000.000,00

27.413.163.050,00

88.090.459.505,00

114.448.828.064,00

Pasal 1 terdiri dari :

10.320.000.000,00

164.180.275,00

huruf a terdiri dari jenis

10.320.000.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.

b.

c.

Belanja Pegawai sejumlah

Belanja Barang dan Jasa sejumlah

Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluaran sejumlah

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp

Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumlah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp

Yang Dipisahkan sejumlah

d. Penerimaan Pinjaman Daerah RP

sejumlah

e. Penerimaan kembali Pemberian Rp

Pinjaman sejumlah

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp

Rp

Rp

Rp

(1)

(2)

Rp

Rp

a
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp 0,00
sejumlah

b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Rp 0,00
Pemerintah Daerah sejumlah

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 164.180.275,00

d. Pemberiaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran lll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan ;

4. Lampiran lV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan ;

5.LampiranVRekapitu|asiBe|anjaDaerahuntukKese|arasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara ;

6. Lampiran Vl Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan;

7. Lampiran Vll Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran Vlll Daftar Penyertaaan Modal ( Investasi ) daerah ;

9. Lampiran lX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah ;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan

aset lainlain ;

11. Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;

12. Lampiran Xll Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan

13. Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah'

,--
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal, 6 Pebruari 2009

BUPATI TULUNGAGUNG

NO, MM
Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 9 Pebruari 2009

Pembina Utama Muda
NlP. 010 071 829

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2009 Nomor 01 Seri A.
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